PUTUSAN
Nomor 0803/Pdt.G/2017/PA. Tbh

paa 1) an 1) ) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memaeriksa dan  mengadil
perkara coral talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagal berkut antars

Cumur A7 tahun, agama Islam, pendidikan S0,
pekenaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW, 006
Kelurahan  Kempas Jayas Kecamatan Kempas
Kabupaten Indragin Hilir, sebagai * Pemohon”,
melawan
, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S0,
pekenaan by Rumah Tangga, tempat tinggal
RT003 RW. 006 Kelurahan Kempas Jays
Kacamatan Kempas  Kabupaten Indragirt  Hilir,
sebagal " Termohon”,

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mempelajan berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon serta mamernksa bukti surat

dan saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat  permohonannya
tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah tardaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan Nomor 0803/Pdt. G/2017/PA Toh, tanggal 14 Nopamber
2017 mengemukakan hal-hal sebagal bernkut
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istr sah, menikah

pada tanggal 24 Nopember 2008 di hadapan Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragic
Hilir Propingl Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
245/21/XI2000, tertanggal 07 Desamber 2000, yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan lersebut,
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2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan
andis.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama
sebagal suami-strt, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang
teretak di RT 003 RW. 006 Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan
Kempas Kab. Indragin Hilir Prov. Riau sampai berpisah dan selama
menjalani pemikahantelah dikarunial seorang anak bemama |

lahir di Kempas Jaya, 08 Oktober 2010 dan
sekarang dalam asuhan Pemohon\

4. Bahwa sejak awasl pernikahan hubungan Pemohon dengan Termohon
beralan rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulal terganggu dan tidak
harmonis  penyebabnya  Termohon tibadtiba pergi  meninggalkan
Pamohon dan anak tanpa seizin dan sepangetahuan Pemohon dan
semanjak kepergannya tersebut Termohon tidak permah kembali pulang
untuk menemul Pemohon dan anak Pemohon,

4 § Bahwa keluarga Pemohon dan  Termohon sudah  berusaha
mendamaikan  Pemohon dan  Termohon namun  tidak  berhasi
dikaranakan keinginan kuat dart Pemohon untuk berpisah dengan
Termohon;

6. Bahwa karena sudah 2 tahun berpisah maka Pemohon merasa tidak
mungkinlagl  untuk  membentuk  sebuah  keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah bersama Termohon sehingga Pemohon sangat
borharap kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus  dengan
mengabulkan permohonan perceraian dar Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biays perkara inl sesual dengan

ketentuan yang beraky,
Berdasarkan alasan/dali-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar

Ketua Pengadian Agama Tembilahan Cq Majelis Makim yang telah

ditetapkan, agar segers memenksa dan mengadili perkara inl, selanjutnya

menjetubkan putusan sebagai berikut |
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PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohor;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhken
talak satu raj’i terhadap Termohon ( didepan
sidang Pengaditan Agama Tembilahan:

3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memaerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginmkan salinan
penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telsh dilaksanakannya
permikahan tersebut,

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpandapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendirl di persidangan, akan tetapl Termohon tidak hadic dan
tidak puls menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas  panggilan  Nomor 0BO3/Mdt G2017/PA.Toh tanggal 17
Nopember 2017 dan tanggal 07 Desember 2017 Termohon telah dipanggh
secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan
yang sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamakan
dengan cara menasihatl Pemohon untuk bersabar dan kumpul kembal
dengan Termohon sebagai suami isted, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadic di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar o
persidangan;

Menimbang, bahwa pemertksaan perkar ini dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinys tetap dipertahankan
oleh Pemohon;
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Manimbang, bahwa untuk memperkuat dall  permohonannya,
Pamohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Namor | 24521/XI72000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragic Milr Propinsi Riau,
tanggal 07 Desember 2000, lalu Majelis memearksa bukt surat tersebut dan
mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeteral cukup
oleh Ketua Majelis diber tanda P

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan
bukti saksi-saksi sebagal berkut .

1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjsan Tanl, berempat tinggal di RT. 003 RW. 006, Kelurahan
Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragin Hilir, di bawah
sumpahnya memberkan keterangan sebagal berikut
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik

angkat Pemohon,

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 o

KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragin Hilir,

Bahwa setelah manikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah df

rumah orang tua Pemohon hingga berpisah,

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami isten, telah dikarunial 1 anak;

- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi Termohon pargi

meninggalkan Pemohon dan anak tanpa sepengetahuan dan seizin

Pemohon,

Buhwa hingga sekarang Inl antara Pemohon dengan Termohon

sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun,

- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembal lagi,

2. umur B4 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekedaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 003 RW.
006, Kelurahsn Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragin
Hilir, di bawah sumpahnya membaerikan keterangan sebagal benkut :
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Bahwa saks! kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagal

abang Iipar Pemaohon;

Bahwa Pemonon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 o

KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragir Hilir,

+  Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpaul serumah di
rumah orang tus Pemohon hingga berpisah,

«  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami ister, telah dikarunial 1 anak.
Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tdak rukun dan tidak harmonis lagi Termohon pergi
moninggalkan Pemohon dan anak tanpa sepengetahuan dan seizin
Pemohon,

Bahwa hinggs sekarang ini antara Pemehon dengan Termohon

sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun,

Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak perah kembali lagl,

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tdak akan
mangajukan sesuntu apapun dalam perkars ini dan telah menyampaikan
kesimpulanoys  yang  pada  pokoknys  tetap  sebagamana  surat
permohonannya serta memohon perkara inl segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkal uralan putusan inl, Majelis
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atis,

Menimbang, bahwa sesual pasal 145 RBg. jo pasal 26 Peraturan
Pemenntah Nomor § Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggi
secars resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, lerhadap panggilan
mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagal wakil atay
kuasanys tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
malawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir
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dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan
Pasal 140 ayat (1) R Bg,

Menimbang. bahwa perama-tama harus dipertimbangkan adalah
tontang hubungan hukum, makas berdasarkan bukh P (Buku Kutipan Akta
Nikah), ternyata sdalah akia autentlk, terbukti bahwa Pemohon dengan
Termohon adalah suami-istrl yang sah, menikah pada tanggal 24 Nopember
2000, dengan demikian Pemaohon adalah orang yang berkepentingan dan
patut menjadi pihak-pihak dakam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tdak hadir dalam
persidangan, maka Majels Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamasian
sebagaimana dikehondaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinys dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2008, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R1. Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majels Hakim sudah barupaya secara maksimal menasihati
Pemohon agar bersabar dan rukun kemball untuk  membina rumah
tangganys dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
parkara dilsnjutkan dengan pembacaan surat permohonan FPemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemaohon,

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
inl adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
harmonis  lagi karena Termohon sekitar tahun 2015 tiba-liba  pergi
meninggalkan Pemohon dan anak tanpa selzin dan sepengetahuan
Pemahon dan sejak saat ity tidak pernah kemball lagi;

Menimbang, bahwa  untuk menguatkan  dalil  permohonannys,
Pemohon telsh mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut
ni,

Menimbang. bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam
porkara inl, sehingga tidak pertu diulang lagi,
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Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang sokal, temyata keduanys
adalah Keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut
diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah 1angga
Pemohon dengan Termohon karenanya kosaksian saksi-saksl tersebut dapat
dipertimbangkan dan telah sesual dengan Ketentuan pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1680 yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomeor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa kedua saksl tersebut telah  membenkan
keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang pada  pokoknys
menarangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak harmonis lagl, Termohon pergl meninggalkan Pemohon dan
anak tanpa sepengetahuan dan soizin Pemohon dan sampai sekarang
antara Pemohon dengan Termohon welah berpisah kurang lebih 2 tahun
lamanya, |

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi lersebut telah diberikan
dibawah sumpahnya dipersidangan bardasarkan  peangetahuan  yang
hersumber dan penglihatan dan atau pendengaran sendirl, ketarangan satu
dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalh-dalll
dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesual dengan
ketentuan Pasal 171 R Bg. jo. Pasal 308 - 308 R Bg., dengan demikian
saksl-saksi tersabut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat
materill bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksl @ quo telah dapat
diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dafik-dall dan
alasan permohonan Pamohon dalam perkara iny

Menimbang, bahwa dar permohonan Pamohon, yang didukung bukti
P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelrs
Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut
. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah,

menikah pada tanggal 24 Nopember 2000 dan telah dikarunial 1 orang
anak,
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- Bahwa Termohon telah pergr  meninggalkan Pemohon  tanpa
sepengetahuan dan tanpa izin dar Pemohon sejak tahun 2015 dan tidak
parnah pulang lag:

Bahwa sejak Termohon pergl sampal sekarang antara Pemohon dengan
Termohon sudah berpah romah selama kurang lebih 2 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebul di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalibdall dan alasan permohonan Pemohon telah
tetbukti kebenarannya. dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken marriage)
sorta sudah sangat sullt untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup
rukun lagl dalam membing rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dapat  dilihat  dari  fakta dimana  Termohon telah  perg
meninggalkan Pemohon tanpa 1zin dan sepengetahuan Pemohon selaku
suami selama kurang lebth 2 tahun lamanyas dan tidak pemah kembal lagi
sehingga dengan kondisi yang demikian diyakini sudah sangat sulit bag
Pamohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu
untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagin dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan
rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum lslam);

Menimbang, bahwa maeskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allsh SWT ., akan tetapl memperahankan perkawinan dengan
kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dati pade masiehat (kebakan), diantacanys pendentaan batin
yang bekepanjangan bagl Pemohon, padahal menolak keburukan harus
didahulukan daripada mengharap kebalkan, sebagaimana kaedah ushul figh
yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi

cl\....l! e e p e Jadalle 3
Artinya | Menolak kemudcharatan (keburukan) lebih divtamakan denpads
meraih kemasiahatan (kebaikan) |
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Menimbang, bahwa Majelis perly mengetengahkan dalil al-Qur'an
surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

ol A ol | 3 W (5 ) W ge e g

Atinya. Jika mereka (para suami) telah berkeletapan hati untuk
menjatunkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahul,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk dibern
izin mengucapkan krar talak atas dii Termohon telah memenuhi alasan
yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 hurdf (b) Peraturan
Pamerintah Nomor § Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
islam, oleh karena itu sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1080 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang
kedua kalinys dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan membaen |zin
kepada Pemohon untuk manjatubkan talak satu raf'l terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk
menginmkan salinan penetapan krar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang wilayahnya meliput tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agema ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraditan Agama yang telah drubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomar 50 Tahun 2008, maka semua
biays perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1986 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedus kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, dan peraturan perundang-
undangan, serta dalil syar'l yang berkenaan dengan perkara ini,

Hataman @ dan 11 hal Putusan Nomor 0803Pat G/2017/PA Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk manghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

3. Membed zin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu rafi terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

4 Memenntahkan Pantera Pengadiian Agama Tembilahan  untuk
menginmkan salinan Penetapan lkrar Talak setelah ikrar talak
dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten indragin Hilie
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya poerkars
sojumiah Rp. 766 000 - (tujuh ratus enam puluh enam nbu rupiah),
Demikian putusan ini dijatubkan berdasarkan musyawarah Majels

Hakim Pangadilan Agama Tembilahan pada han Rabu tanggal 13 Desember
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1438 Hijdyah, oleh
kami RIDWAN HARAMAP, §H sebagal Hakim Ketua Majelis serta RIKI
DERMAWAN, SH.1. dan FATHUR RIZQL S HI masing-masing sebagsi
Hakim Anggota, Putusan mana pada har ftu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Makim.
hakim Anggota tersebut. dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S Ag. sebagai
Pantera Penggant: serta dihadin oleh Pemohon tanpa hadirmya Termohon, '

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, 8. H.1, FATHUR RIZQI, S H.I.
Halaman 10 dan 11 hal. Putusan Nomor 0803Pdt G201 7/PA Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Panitera Pengganti,
\ 7

L.

ISKANDARZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
Biaya Proses, Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan; Rp. 669.000,-
Biaya Redaksi; Rp. 5.000.-
Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-
Jumiah = Rp 760.000.-
{tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),

ol b

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0803/Pdt. G/2017/PA.Tbh

N
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 11
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



